




BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah tni, yang dlmaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kallmantan Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 0tonom yang 

lain sebagai Badan Eksekuttf Daerah. 
3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Tengah. 
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekoslstem berupa hamparan lahan berlsi sumber daya 

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, 
yang satu dengan yang lalnnya tldak dapat dlpisahkan. 

5. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga 
mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian 
ekonomis dan atau nllai Hngkungan. 

6. Pembakaran hutan adalah kegiatan pembakaran hutan yang dilakukan untuk tujuan 
khusus antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyaldt 
serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. 

7. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha 
dan atau kebun bagl masyarakat. 

8. Kawasan hutan adalah wHayah tertentu yang dltunjuk dan atau ditetapkan oleh 
Pemerlntah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

9. Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya 
pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau pencemaran 
lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. 

10. Pencegahan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk 
mempertahankan fungsi hutan dan atau lahan melalui cara-cara yang tldak rnemberl 
peluang berlangsungnya kerusakan dan atau pencemaran llngkungan hldup yang 
berkaitan dengan hutan dan atau lahan. 

11. Penanggulangan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya 
untuk menghentikan meluas dan rneningkatnya kerusakan dan atau pencemaran 
lingkungan hidup serta dampaknya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau 
lahan. 

12. Pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan htdup adalah upaya untuk 
mengemballkan fungsi hutan dan atau lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan 
dan atau lahan sesuai dengan daya dukungnya. 

13. Dampak llngkungan hldup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan 
adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau 
pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau 
lahan yang dialdbatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. 

14. Kerusakan llngkungan hldup yang berkaltan dengan kebakaran hutan dan atau lahan 
adalah perubahan langsung atau tk:lak langsung terhadap slfat ftslk dan atau 
hayatinya yang mengaldbatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsl lagl dalam 
menunjang pembangunan yang berkelanjutan. 

15. Pencemaran lingkungan hldup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau 
lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke 
dalam llngkungan hidup aldbat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualltas 
lingkungan hidup rnenjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 
Hngkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

16. Krlteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaltan dengan kebakaran hutan 
dan atau lahan adalah ukuran batas perubahan sifat ftsik dan atau hayati llngkungan 
hidup yang dapat dltenggang. 

17. Orang adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum. 
18. Penanggung Jawab usaha adalah orang yang bertanggung jawab atas nama suatu 

badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi. 
19. lnstansi yang bertanggung Jawab adalah instansl yang bertanggung jawab di bidang 

pengendalian dampak llngkungan. 
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20. BupatilWalikota adatah BupatilWalikota di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. 

BASIi 

PENGINOAUAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN 

Bagian Pertama 
Perijinan 

Pasal 2 

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan. 

(2) Untuk hal-hat tertentu yang befSifat khusus pembakaran hutan dan atau lahan dapat 
dilakukan dengan tertebih dahulu mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal perljinan sebagalmana dimaksud dalam ayat (2) 
akan diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Bagian Kedua 
Pencegahan 

Pasal 3 

Setlap orang berkewajtban mencegah tetjadlnya kerusakan dan atau pencemaran 
llngkungan hldup yang berkattan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. 

Pasal 4 

Setiap penanggung jaWab usaha yang usahanya dapat menimbutkan dampak besar dan 
penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan 
dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadlnya kebakaran hutan clan 
at:au lahan di lokasi uaahanya. 

Paul 6 

(1) Setiap penanggung jawab usaha $6bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib 
memfflki sarana dan prasarana yang memadaj untuk rnencegah terjadinya kebakaran 
hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. 

(2) Sarana dan pruarana pencegahan terjadlnya kebakaran hutan clan atau lahan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Gubemur. 

Pan18 

Penanggung jawab usaha sebagaimana dlmaksud dalam Paul 4 wajib melakukan 
pemantauan untuk mencegah terjadlnya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasl 
usahanya dan melaporkan hasllnya secara berkala sekurang-kurangnya 8 ( enam) bulan 
sekaH kepada Gubemur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi yang 
bertanggung jawab. 

Bagian Ketiga 
Penanggulangan 

PaNI 7 

o orang berkewajiban tMMnggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokni 
annya. 
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Pasal 8 

(1) Setlap penanggung jawab usaha sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung 
jawab atas terjadlnya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib 
segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi 
usahanya. 

(2) Pedoman penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan dengan 
Keputusan Gubemur. 

Pasal 9 

Dalam hal pedoman penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum ditetapkan, maka penanggulangan kebakaran 
hutan dan atau lahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Pemulihan 

PaAl10 

Setiap orang yang mengaldbatkan terjadlnya kebakaran hutan dan atau lahan wajlb 
melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup. 

PaMl11 

(1) Setiap penanggung jawab usaha sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 wajib 
melakukan pemullha.n dampak lingkungan hldup yang berkaltan dengan kebakaran 
hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. 

(2) Pedoman pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran 
hutan dan atau lahan ditetapkan oleh Gubemur. 

Pasal12 

Dalam hat pedoman pemulihan dampak Hngkungan hldup yang berkaltan dengan 
kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum 
ditetapkan, maka pemulihan dampak lingkungan hidup dllakukan sesuai dengan peraturan 
perundang,.undangan. 

BAB Ill 
KEWENANOAN 

Pasal13 

Gubemur berwenang mengendalikan kerusakan dan atau pencernaran lingkungan hldup 
yang berkaltan dengan kebakaran hutan dan atau lahan dilintas Kabupaten/ Kota. 

Pasal14 

(1) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lintas Kabupaten/Kota, 
Gubemur melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan clan atau lahan 
lintas Kabupaten/Kota. 

(2) Dalam melakukan koordlnasl penanggulangan sebaglmana dimaksud dalam ayat (1), 
Gubemur dapat meminta bantuan kepada Pernerintah Daerah yang terdekat dan 
atau Pernerintah Pusat. 
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Pasal16 

(1) Dalam melakukan koordlnasi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 Gubemur dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bldang 
pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan di daerah. 

(2) lnstansi yang berwenang sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1), melakukan 
inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan 
kerusakan dan atau pencemaran Hngkungan hidup, melakukan inventarisasi dan 
evaluasl dampak lingkungan hidup, penyusunan strategi, rencana , dan blaya 
pemullhan dampak Hngkungan hidup sebagai upaya pengendalian kerusakan dan 
atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan 
atau lahan yang dampaknya lintas Kabupaten/ Kota. 

Paul18 

Perangkat Organlsasi tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Atau Lahan 
ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. 

BABIV 

PENOAWASAN 

Pasal17 

(1) Gubemur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau 
pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau 
lahan dilintas Kabupaten/Kota. 

(2) Gubemur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan persyaratan 
yang diwajibkan bagi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Pasal18 

Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran 
lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagalmana 
dimaksud datam Pasal 17 dilakukan : 
1. secara periodik untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup; 
2. secara lntensif untuk menanggulangi dampak dan pemulihan llngkungan hidup yang 

berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. 

Pasal19 

Apablla hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 
menunjukkan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha, maka Gubemur mernerintahkan 
penanggung jawab usaha untuk menghentikan pelanggaran yang dllakukan dan 
melakukan tindakan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta 
menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, rnelakukan tindakan 
penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemullhan. 

BABV 
PELAPORAN 

Paaal20 
(1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadlnya kebakaran hutan dan atau 

lahan, waJlb melaporkan kepada Pejabat Daerah setempat. 

(2) Pejabat Daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) rnencatat : 
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a. ldentitas pelapor; 
b. tanggal pelaporan; 
c. waktu dan tempat kejadian; 
d. sumber yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; 
e. perklraan dampak kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi. 

(3) Pejabat Daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) rneneruskannya kepada Gubemur/Bupati/Walikota yang bersangkutan. 

(4) Gubemur/Bupati/Wallkota setelah menerlma laporan sebagalmana dimaksud dalam 
ayat (3), melakukan verifikasi dari Pejabat Daerah yang menerlma laporan 
sebagalmana dimaksud dalam ayat (3) untuk mengetahul tentang kebenaran 
terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. 

(5) Apablla hasH verfflkasl sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah 
terjadi kebakaran hutan clan atau lahan, maka Gubemur memerintahkan penanggung 
jawab usaha. dan atau kegiatan untuk menanggulangl kebakaran hutan dan atau 
lahan serta dampaknya. 

Pasal21 

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan 
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (5), Gubemur dapat 
rnelaksanakan atau menugaskan plhak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya 
penanggung Jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. 

Pasal22 

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang dltunjuk untuk 
melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan 
hidup yang berkaltan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud 
dalam Paul 19, Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 21, wajib menyampaikan laporannya 
kepada Gubemur/Bupati/Walikota yang bersangkutan. 

BABVI 

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT 

Pasal23 

(1) Gubemur/Bupati/Walikota menlngkatkan kesadaran rnasyarakat terrnasuk aparatur 
akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran 
hutan dan atau lahan. 

(2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta 
keblasaan-keblasaan masyarakat tradlsional yang mendukung perllndungan hutan 
dan atau lahan. 

BABVII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal24 

(1) Selaln Pejabat Penyldik POLRI yang bertugas menyidlk tlndak pldana, penyidikan 
atas tindak pldana sebagalmana dlmaksud dalam Peraturan Daerah int dapat juga 
dilakukan oleh Penyidlk Pegawal Negeri Sipll (PPNS). 

(2) Pejabat Penyldlk Pegawal Negerl Sipll (PPNS) sebagairnana dirnaksud dalam ayat . 



a. rnerninta laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan 

pemeriksaan; 
c. menyuruh berhentl seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda clan atau surat; 
e. rnengambil sidik jarl dan memotret seseorang; 
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
g. mendatangk:an orang ahll yang dlperlukan dalam hubungannya dengan 

pemerlksaan perkara; 
h. Menghentlkan penyidlkan setelah rnendapat petunjuk darl Penyidik POLRI bahwa 

tldak terdapat cukup bukti, atau peristlwa tersebut bukan merupak:an tindak 
pidana dan selanjutnya memberitahukan hat tersebut kepada penuntut umum, 
tersangka atau keluarganya. , 

I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
membuat Berita Acara atas setiap tindakan tentang : 
a. Pemeriksaan tersangka; 
b. Pemasukan rumah; 
c. Penyitaan benda; 
d. Pemeriksaan surat; 
e. Pemeriksaan saksi; 
f. Pemeriksaan ternpat kejadian, dan mengijinkannya kepada Kejaksaan Negeri 

melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). 

(4) Penyidik Pegawal Negerl SlpH (PPNS) dalam melaksanak:an tugasnya sebagal 
penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI. 

BAB VIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal25 
(1) Barangslapa yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar 

ketantuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22, 
dlpidana kurungan paling lama 8 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 
5.000.000,- (lima juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. 
(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tindak pidana kejahatan 

diancam pldana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatumya. 
(4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan akibat tindak pldana kejahatan 

sebagimana dlmaksud dalam ayat (3) disetorkan ke Kas Oaerah Kalirnantan T engah. 

BABIX 

OANTI RUOI DAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal28 
(1) Dengan tidak mengurangi sanksi hukuman karena melakukan tindak pidana 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 25, mak:a terhadap setiap orang yang 
melakukan perbuatan melanggar hukum di luar ketentuan Pasal 25 wajib membayar 
gantl rugi kepada Oaerah atau masyarak:at yang dlrugikan, sesual dengan tingkat 
kerusakan atau keruglan yang diakibatkan atau dltlmbulk:annya, untuk blaya 
rehabilitasl kerusakan dan atau kompensasl kerugian. 

(2) DI samping gantl rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),terhadap setiap orang 
yang tldak rnemenuhl kewajlbannya dan atau melanggar ketentuan laln di luar 
ketentuan Pasal 25 dlkenakan sanksl admlnistrasl sebagalmana dlatur datam Pasal 
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2S dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
UnglrunganHidup. 

BABX 

-KETBNTUAN P&RALIHAN 
Paaal27 

Oengan dlundangkannya Peraturan Daerah lnl : 
1. lzin usaha ymg telah diajukan tetapi rnasih dalam prosea penyetesaian, wajib 

menyeaualkan dengan ketentuan Peraturan Daerah Int. 
2. tztn uaeha yang sudah dltarbltkan eebelum Peraturan Daerah lni wajlb menyesuaikan 

dalam waktu paling lama 8 (enam) bulan &ejak dlundangkannya Peraturan Daerah 
lnl. 

Pasal 28 

= bertakunya Peraturan Daerah tnl, maka Peraturan Oaerah ProplMI DMrah 
I KaHmantan Tengah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penc;egahan Den Pemadaman 

Kebetauan Hutan, dlnyatakah tidak berlaku. 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

PaU, 29 

Het-hal lam yang betum diatur dalarn Peratu1&0 Daerah int sepanJang mengenat 
pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih tanjut oleh Gubemur. 

Paul 30 

Peraturan Oaerah inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 
Apr setiap 018ff8 m&nGetahuinya. memerintahkan pengundangan Peratunan Daerah lnl 
dengan penempatannya_datam Lembaran Daerah Propinsi Kallmantan Tengah. 

Dftetapkan df Palangkanlya 
pada tanggal 24 Junl 2003 

GUBERNUR KALIMANTAN TENU.•"-

Oiundangkan di Patangkara 
padatanggal 25 Juni o 

• H. A. DJ. NIHtN 
P&MalNAUTAMA 
NIP. 818 Mt 641 

LEMIBARAN DA8RAH PROPINSt KAUMANTAN TINOAH 
TAHUN 1003 NOMOR 17 SERI E 



r PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR I TAHUN 2003 

TENTANG 

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN 

I. PENJELASAN UMUM 

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial 
untuk dlmanfaatkan bagi pembangunan. Oleh karena ltu baik materi maupun nilai 
llngkungannya perlu dllestarikan agar tetap dapat memberikan manfaat sebagai salah 
satu sumber daya alam yang potensial bagi pembangunan. 

Salah satu bentuk ancaman/gangguan kelestarian hutan yang selama lni sering 
terjadl masalah adalah kebakaran hutan dan atau lahan. Dalam upaya memelihara dan 
menjamln kelestarian hutan dan atau lahan inllah perlunya diamati langkah-langkah 
pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan. 

Disamping itu perllndungan hutan dan atau lahan bukan sernata-mata menjadi 
kewajlban Pemerlntah. akan tetapl juga merupakan kewajiban seluruh masyarakat 
karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena ltu kepada masyarakat 
dlwajibkan pula untuk turut serta dalam usaha mencegah dan memadamkan 
kebakaran hutan dan atau lahan. 

Untuk dapat terlaksananya hal-hal tersebut di atas. perlu mengatur upaya-upaya 
pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan melalul Peraturan 
Daerah inl. 

Dengan Peraturan Daerah lnl sasaran yang ingtn dicapai : 
a. Kemungklnan akan timbulnya bahaya kebakaran hutan dan atau lahan dapat 

dihlndarkan bahkan bila perlu tidal< terjadi sama sekali; 
b. Terhadap usaha pencegahan clan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 

dapat terselenggara dan berhasll dengan balk: 
c. Merupakan upaya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti 

pentingnya hutan bagl kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dengan semua 
makhluk lingkungannya. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal1 

Pasal2 

Ayat (1) 

Ayat(2) 

Cukup Jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dlmaksud denga hal-hal tertentu yang berslfat khusus 
dalam pembakaran hutan dan atau lahan adalah : 
1. Pembakaran lahan dan hutan untuk tujuan khusus atau 

kondisi yang tidak dapat dlelakan antara lain pengendallan 
kebakaran hutan, pembasmlan hama dan penyakit, serta 
pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan 
pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat ijln 
dari pejabat yang berwenang. 



Ayat(3) 

Pasal3 

Pasal4 

Pasal5 

Pasal8 

Pasal7 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 9 

Pasal 10 s.d.15 

Pasal 18 

Pasal 17 

Pasal 18 

2. Kebiasaan masyarakat adat atau tradlslonal yang membuka 
lahan untuk ladang dan atau kebun. 

Cukup jelas. 

Cukupjelas 

Yang dimaksud ctengan penanggung jawab usaha yang 
usahanya dapat menlmbulkan dampak besar dan penting 
terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup 
yang berkaltan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, antara 
lain usaha di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. 

Cukup Jelas. 

Laporan hasil pemantauan secara berkala dllengkapi antara lain 
dengan data pemantauan dan data penginderaan jauh dart 
satelit. 

Penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagl masyarakat 
adat a1au tradlslonal yang membuka lahan untuk ladang dan 
kebunnya. kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampal di 
luar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dllakukan 
dengan sengaja dalam rangka menytapkan ladang dan kebun. 

Yang dimaksud dengan segera melakukan penanggulangan 
adalah tindakan seketika untuk melakukan penanggulangan 
sejak diketahuinya terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di 
lokasl keglatannya. 

Cukup Jelas. 

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah 
peraturan perundang-undangan yang selama inl telah ada 
sepertl di bldang kehutanan. 

Cukupjelas 

Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan 
merupakan suatu forurn/organisasi yang rneliputl lnstansi­
instansi Pemerlntah yang terkait dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang mempunyai kepedullan terhadap kebakaran 
hutan dan atau lahan. 
Tugas organisasl tersebut ialah membuat rencana secara 
komfrehensip (rnenyeluruh) untuk pengendalian kebakaran hutan 
dan atau lahan mulai dari pencegahan, penangguiangan sampai 
kepada pemullhan dampak kebakaran termasuk penggalangan 
dana balk dari APBD, APBN maupun dana lalnnya yang tidak 
mengikat. 

Untuk operasional dilapangan dlbentuk semacam Tim Serbu Apt 
(TSA) yang mellbatkan sampal ke desa-deaa. 

Cukupjelas 

Yang dlmaksud dengan pengawasan secara perlodik adalah 
antara lain pengawasan yang diiakukan setiap 3 (tiga) buian 
Nkali. Pengawasan intenslf dllakukan dengan frekuensi yang 
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lebih sering daripada pengawasan periodik, terutama terhadap 
penanggulangan dampak dan pemulihan lingkungan hidup. 

Yang dlmaksud dengan ketidakpatuhan penanggung jawab 
usaha adalah antara lain tldak menyiapkan peralatan 
pemadaman, dan atau standar operasi prosedur 
penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi 
usahanya. 

Yang dimaksud pejabat daerah setempat adalah antara lain 
Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Potisi. Sedangkan informasi 
yang dlperoleh dari media elektronik, media ce1ak, dan surat, 
dilaporkan kepada Kepala lnstansi yang bertanggung jawab. 

Cukupjelas 

Cukup Jelas. 

Peningkatan kesadaran masyarakat, Penanggung jawab usaha, 
dan aparatur dllakukan melalui antara lain : 
a. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang­

undangan yang berkaitan dengan bidang konservasl hutan 
dan atau lahan: 

b. Pemberian bimbingan teknis: 
c. Pendidlkan dan pelatlhan: 
d. Pemberlan intensif bagl orang yang dlanggap berjasa dalam 

bklang konservasi hutan dan atau lahan untuk mendorong 
partisipasi aktif masyarakat dan penanggung jawab usaha 
dalam pengendallan kerusakan dan atau pencemaran 
lingkungan hidup. 
Upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan 
aparatur dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau 
lahan dimaksudkan agar, antara lain, dapat lkut serta dalam 
kegiatan fisik di lapangan, sedangkan keterlibatan tldak 
langsung dapat berupa bantuan pendanaan dalam 
pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan. 

Cukupjelas 

Cukupjelas 


